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Design/method/approach: Employing a quantitative methodology, the
sample comprises 42 district/city governments in Indonesia that
encountered financial distress and underwent budget changes during
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Abstrak

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh
Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Barang
dan Jasa dengan menggunakan Financial Distress sebagai pemoderasi
pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Desain/metode/pendekatan: Penelitian bersifat kuantitatif. Sampel
dalam penelitian ini adalah 42 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
yang mengalami financial distress dan melakukan perubahan anggaran
pada tahun anggaran 2019. Model regresi linier berganda dan
Moderated Analysis Regression (MRA) digunakan dalam pengujian
hipotesis dengan menggunakan data historis dari dokumen APBD-
Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan LKPD dari tahun 2016 sampai
dengan 2018.

Hasil penelitian: Hasil dengan model regresi linier berganda
menunjukkan bahwa perubahan Anggaran SiLPA dan financial
distress mempengaruhi perubahan anggaran barang dan jasa.
Sedangkan hasil dengan menggunakan MRA menunjukkan bahwa
financial distress memoderasi pengaruh perubahan anggaran SiLPA
terhadap perubahan anggaran barang dan jasa.

Kontribusi teori: Penggunaan teori keseimbangan bersela
(puntuacted equilibrium theory/PET) dapat menjadi rujukan dalam
konteks perubahan anggaran daerah.

Kontribusi praktik/kebijakan: Pemerintah daerah dapat membuat
kebijakan terkait dengan penggunaan SiLPA dalam anggaran
perubahan.

Keterbatasan: Penggunaan sampel kecil yang terjadi karena data
yang digunakan bersumber dari LKPD tahun 2019, dengan kriteria
Pemda yang mengalami defisit dalam LO tiga tahun berturut-turut.
Data sekunder yang terbatas, yakni hanya satu tahun anggaran.
Penggunaan model regresi dengan hanya satu variabel bebas,
sementara dalam studi terdahulu ditunjukkan bahwa perubahan
anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor (Abdullah,
2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015;
Abdullah, et al., 2020).

Kata Kunci: Defisit anggaran, tekanan finansial, perubahan anggaran
daerah, belanja barang dan jasa, kinerja keuangan.

PENDAHULUAN
Salah satu tahap penting dalam penganggaran pada organisasi pemerintahan adalah revisi

anggaran dalam tahun berjalan (rebudgeting). Revisi anggaran di pemerintahan daerah (Pemda)
dapat dilakukan pada saat anggaran dilaksanakan untuk menjamin bahwa semua target prioritas
dapat tercapai di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, serta untuk meningkatkan kinerja
anggaran (Abdullah, et al., 2020). Ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat
muncul dari beberapa faktor, seperti siklus tahunan, kelemahan dalam prediksi, sentralisasi
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kebijakan, kontrol atas birokrasi, kompleksitas dalam politik, serta erosi akuntabilitas publik
(Anessi-Pessina, et al., 2008). Selain itu, proses perubahan anggaran memiliki keterkaitan dengan
beberapa faktor internal, misalnya inkrementalisme, sistem perpolitikan, struktur organisasi,
kondisi keuangan daerah, dan lingkungan sosial ekonomi (Anessi-pessina & Bergamo, 2013).

Asas desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada setiap Pemda untuk
mengelola anggaran mereka sendiri, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan, prioritas, serta
teknis penyusunan anggaran dan perubahannya (Widyaningrum, et al., 2019). Pada praktiknya,
Pemda boleh melakukan perubahan anggaran belanja, termasuk belanja barang dan jasa (BBJ)
selama tahun berjalan (Marzalita, et al., 2014; Abdullah, 2018). Perubahan BBJ, seperti halnya
jenis belanja lainnya, melibatkan keputusan politik yang melibatkan DPRD. Namun, pengelolaan
BBJ rentan dengan penyalahgunaan, karena barang yang diperoleh mudah untuk digelapkan dan
dipindahtangankan, serta pertanggungjawabannya relatif mudah dilakukan.

Perubahan anggaran BBJ bersifat strategis dan penting karena menjadi alternatif untuk
menghabiskan anggaran (Marzalita, et al., 2014). Perubahan anggaran memiliki latar belakang dan
sebab yang berbeda-beda (Sari, et al., 2022). Menurut Abdullah (2013), perubahan anggaran BBJ
disebabkan oleh perubahan karena adanya varian SiLPA. Tingginya SiLPA menggambarkan
bahwa Pemda belum mampu melakukan penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program
anggaran sebagaimana semestinya, sehingga ada dana tidak teralokasikan secara tepat (Wiguna &
Jati, 2019). Rendahnya realisasi BBJ dan adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana,
menyebabkan sisa anggaran yang besar di Pemda (Rahayu, et al., 2014).

Penganggaran belanja daerah yang tidak tepat menyebabkan Pemda mengalami kesulitan
keuangan atau financial distress (FD) (Ansori, 2021; Sari et al., 2022). Trussel & Patrick (2012)
berpendapat bahwa Pemda mengalami defisit selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut,
diindikasikan mengalami FD. Pemda yang mengalami FD akan mengurangi belanja administrasi
(Forrester & Spindler, 1988; Honadle, et al., 2004), belanja operasional (Pagano, 1993), belanja
pemeliharaan (Bumgarner, et al., 1991), mencari bantuan pemerintah pusat (Lucier, 2014), serta
tidak mampu memberikan pelayanan yang berkulitas kepada publik (Cohen, et al., 2017; Maher
& Deller, 2007). Belanja Pemda dapat terindikasi mengalami FD dikarenakan lebih banyak untuk
pengeluaran rutin atau operasional, sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan prioritas belanja
(Illahi, et al., 2021).

FD pada Pemda terjadi di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Eropa dan Inggris (Mesa-
lago & Vidal-alejandro, 2011; Paulais, 2009), termasuk Indonesia (Ansori, 2021). Temuan Ansori
(2021) menunjukkan bahwa dari 508 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2014-
2019, terdapat 108 Pemda mengalami FD. Selain itu, fenomena perubahan anggaran terjadi pada
hampir seluruh Pemda di Indonesia setiap tahunnya (Marzalita, et al., 2014). Secara nasional,
besaran jumlah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami FD dan perubahan
anggaran dapat dilihat Tabel 1.
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Perubahan Anggaran SiLPA, Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan
Financial Distress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2019

NG Pemerintah Daerah Financial Perubahan Perubahan
Distress (Rp) SIiLPA (Rp) BBJ (Rp)
1 Kab. Konawe -133.551.085.170  -4.802.201.147 -10.917.006.350
2 Kab. Kep. Tanimbar -53.641.364.829 -95.789.704.209  -1.171.827.034
3 Kab. Magelang -279.042.464.639 150.939.421.152  11.562.242.692
4 Kab. Rembang -285.854.303.036  26.455.417.697  39.615.263.454
5 Kab. Sragen -57.817.845.254 172.471.534.329 111.098.152.735
6 Kab. Subang -178.711.747.640 -85.808.246.927 113.900.869.113
7 Kota Cirebon -110.127.348.545 -13.850.013.453  50.690.240.626
8 Kota Tasikmalaya -226.115.013.805 -65.496.656.804 68.277.016.775

Sumber: Ansori (2021); Kemenkeu (2022).

Tabel 1. menyajikan informasi tentang Pemda yang mengalami FD dan melakukan
perubahan anggaran, yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: Pertama, Pemda yang
mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan arah yang ngatif dengan
perubahan anggaran BBJ. Hal ini terjadi pada Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kepulauan
Tanimbar. Kedua, Pemda yang mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan
perubahan yang searah (positif) dengan perubahan anggaran BBJ dengan. Hal ini terjadi pada 3
(tiga) daerah sebagai contoh yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten
Sragen. Ketiga, Pemda yang mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan
perubahan yang tidak searah atau sejalan dengan perubahan anggaran BBJ Hal ini terjadi pada 3
(tiga) daerah sebagai contoh yaitu Kabupaten Subang, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmlaya.

Hasil penelitian Iswahyudin (2016) yang menunjukkan bahwa alokasi BBJ mempunyai
pengaruh signifikan terhadap SiLPA. Semakin besar BBJ yang terealisasi maka akan semakin kecil
SILPA pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA
pada akhir tahun akan besar walaupun pembiyaan netto juga mempengaruhi nilai SiLPA.
Marzalita, et al. (2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara perubahan anggaran SiLPA
terhadap perubahan anggaran BBJ. Hal ini membuktikan bahwa Pemda berhasil menggunakan
SILPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan publik.

Aditya & Dirgantari (2017) dan Abdullah, et al. (2020) menemukan bahwa SiLPA tidak
berpengaruh terhadap belanja. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk
tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (forecast),
sehingga membutuhkan kajian yang lebih jauh mengenai sisa anggaran pada tahun anggaran
berikutnya, yang memang belum dapat dipastikan (Abdullah & Rona, 2014). Itulah sebabnya
mengapa perlu dilakukan perubahan untuk anggaran SiLPA di tahun berjalan.

FD dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah memperoleh
penerimaan dari pendapatan untuk membayari belanjanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
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Artinya, pemerintah kabupaten/kota dianggap mengalami FD ketika mengalami defisit anggaran
selama tiga tahun berturut-turut. Defisit terjadi apabila jumlah realisasi pendapatan lebih kecil
daripada jumlah realisasi belanja (Abdullah, 2018). Pemda yang mengalami FD biasanya
memprediksi anggaran belanja yang lebih besar dari seharusnya dan melakukan perubahan selama
tahun berjalan (Anessi-Pessina & Sicilia, 2015). Target tahun sebelumnya yang menguntungkan
(favorable) akan diduplikasi untuk tahun anggaran yang berjalan atau disebut dengan budget
ratcheting (Abdullah & Junita, 2016).

Wang, et al. (2007) menyatakan bahwa FD yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan
anggaran belanja Pemda. Di sisi lain, perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang
berlebihan dan kurang tepat dapat menyebabkan pemerintah kabupaten/kota mengalami FD
(Ansori, 2021). Hasil penelitian Jones & Walker (2007) menunjukkan bahwa respon terhadap FD
yang kuat dapat mendorong penurunan biaya pemeliharaan, sehingga pemda harus memiliki
komitmen untuk menghindari terjadinya FD (Ansori, 2021).

Perubahan anggaran BBJ pemerintah penting untuk dianalisis dengan menggunakan
perspektif yang berbeda. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi perubahan anggaran BBJ. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian
ini menjadi sangat menarik karena dilakukan dalam konteks Pemda di Indonesia dan penelitian
sebelumnya belum banyak yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan
BBJ pada Pemda. Pemilihan FD sebagai pemoderasi dikarenakan pemerintah yang mengalami FD
tidak dapat menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan,
sehingga kondisi selalu menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD.

KAJIAN LITERATUR

Penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengakomodasi
berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan kelompok masyarakat yang bersaing karena adanya
keterbatasan sumber daya (Rubin, 2014). Alokasi anggaran tidak konstan dari waktu ke waktu
sehingga perubahan alokasi anggaran dapat terjadi pada saat anggaran tersebut dilaksanakan. Pola
alokasi anggaran pemerintah sering dijelaskan dengan menggunakan teori keseimbangan bersela
(puntuacted equilibrium theory/PET), termasuk untuk mengkaji tentang perubahan anggaran
(Alshoubaki & Harris, 2020; Citi, 2013; Fernandez-i-Marin, et al., 2019; Flink, 2017; Guragain &
Lim, 2019; Kovari, 2016; Matzke, 2020; Park & Sapotichne, 2019; Seb6k & Berki, 2017; Sebok
& Berki, 2018; Silvestre et al., 2021; Wordliczek, 2021).

Secara garis besar, teori PET ini digunakan untuk mengetahui bahwa anggaran belanja
dapat berubah dan bergeser karena dipengaruhi oleh perubahan prioritas kebijakan atau karena
terdapat alasan politis. Gejala perubahan anggaran tidak selalu menunjukkan pola yang sama di
semua tingkat pemerintahan. Anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi,
keuangan daerah, demografi dan situasi sosial ekonomi lainnya yang juga mempengaruhi
komposisi alokasi pengeluaran publik (Jordan, 2002:213). Teori PET menawarkan penjelasan
yang masuk akal untuk perubahan anggaran dan kebijakan anggaran (Guragain & Lim, 2019).
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Perubahan Anggaran (Rebudgeting)

Perubahan anggaran adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan merevisi
penerapan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan (Junita, 2015). Proses
perubahan anggaran merupakan hal lazim sekaligus menjadi faktor yang penting di Pemda
(Forrester & Mullins, 1992). Alesani (2012) mendefinisikan perubahan anggaran sebagai proses
orientasi manajemen terhadap perencanaan dan penanganan tanggap darurat. Perubahan setiap
komponen anggaran memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk
perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja dan perubahan pembiayaan, kecuali
untuk SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu), yang memang menjadi salah satu
alasan utama merngapa perubahan anggaran dilakukan (Abdullah, 2013). Penjelasan dari Pasal
154 Angka 1 Permendagri Nomor 13 tahun 2006, perubahan anggaran dapat dilakukan apabila
terjadi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,; (2) Keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
(3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dan Perubahnnya

Anggaran BBJ di APBD diuraikan dalam rekening objek belanja barang, belanja jasa,
belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang atau jasa yang diberikan kepada
pihak lain. Abdullah (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk perubahan alokasi untuk
belanja barang dan jasa berdasarkan penyebabnya sebagai berikut (1) Perubahan karena adanya
varian SiLPA, perubahan dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidak akurat; (2) Perubahan
karena adanya pergeseran anggaran (virement), pergeseran anggaran ini dapat terjadi dalam satu
SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan berada di posisi tidak berubah; (3)
Perubahan komponen penerimaan, khususnya pendapatan. Proses penyusunan anggaran barang
dan jasa setiap tahun sudah mulai dipersiapkan pada bulan Juli, apabila pada pelaksanaan terjadi
perkembangan yang memerlukan penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan anggaran.
Anggaran SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan Perubahannya

Sisa lebih anggaran ditahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan
(SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang digunakan untuk mendanai kegiatan
tahun berjalan. Secara konsep, SiLPA akan digunakan menutupi defisit, mendanai pelaksanaan
kegiatan lanjutan atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu (Abdullah, 2013). Ketika besaran realisasi
surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang telah ditetapkan sejak
awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya
untuk mengkoreksi penerimaan apa saja yang bersumber SiLPA (Junita, 2015).

Financial Distress (FD)

Financial distress (FD) terjadi ketika Pemda tidak dapat mempertahankan tingkat
pelayanan yang sudah ada sebelumnya (Jones & Walker, 2007), keterbatasan sumber daya yang
tersedia untuk layanan publik (Douglas & Gaddie, 2002; Hendrick, 2004; Hou, 2003),
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ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran yang dibutuhkahkan untuk
pelayanan (Capalbo & Grossi, 2014). FD sering disebut dengan istilah lain, seperti krisis fiskal,
kesulitan keuangan, risiko fiskal atau ketegangan fiskal (Cohen, et al., 2017). Menurut Trussel &
Patrick (2009), FD ialah ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran dan mengalami defisit
selama tiga tahun berturut-turut dengan kumulatif lebih dari 5% (Trussel & Patrick, 2012).
Kesulitan keuangan tidak berkembang hanya karena satu alasan. Kerentanan keuangan yang
terjadi pada Pemda dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara
simultan (Cohen et al., 2017). FD terjadi karena tingginya belanja pemerintah (Anessi-Pessina &
Sicilia, 2015). Untuk konteks Indonesia, FD pada pemerintah kabupaten/kota diukur dengan data
defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut, dimana defisit terjadi apabila jumlah pendapatan
lebih kecil daripada jumlah beban dalam laporam operasional (LO) Pemda.
Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Selisih SiLPA dengan LRA tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu
nilai yang dipertimbangkan untuk melihat perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama
dalam bentuk penyesuaian untuk belanja (Marzalita et al., 2014). Anggaran SiLPA dalam APBD
murni merupakan nilai estimasi karena telah ditentukan nilainya sebelum tanggal 31 Desember
tahun bersangkutan. Setelah tahun anggaran bersangkutan selesai dan laporan
pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan Pemda selesai diaudit oleh BPK maka
angka SiLPA dalam hasil audit BPK merupakan angka pasti (final). Artinya, didalam perubahan
APBD, angka final yang dicantumkan menggantikan angka SiLPA dalam APBD murni. Selisih
kedua angka SiLPA ini merupakan nilai perubahan SiLPA atau sisa anggaran. Besar kecilnya
SIiLPA sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi belanja dan kemampuan
SKPD dalam melakukan pertanggungjawaban kegiatan karena sisa anggaran tidak selalu berasal
dari kegiatan yang telah selesai 100% (Abdullah, 2013). Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan
anggaran pada SiLPA maka anggaran BBJ juga berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang
terjadi di lapangan.
H1: Perubahan Anggaran SiLPA berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ
Pengaruh FD terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Pemda yang mengalami FD cenderung memiliki ketidakpastian dalam menentukan alokasi
belanja daerah sehingga terjadi defisit anggaran secara terus menerus. Menurut Kloha et al.,
(2005), FD terjadi ketika Pemda tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional, membayar utang,
dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut akibat
kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. FD pemerintah daerah juga
didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pokok maupun
bunga pinjaman (Rohman, 2021). Pengalaman di masa lalu sering dijadikan pertimbangan dalam
penyusunan dan penyesuaian anggaran selama tahun berjalan (Ansori, 2021). Jika mengalami
kesulitan keuangan maka Pemda juga sulit melakukan perubahan anggaran BBJ sebagaimana
mestinya.
H>: FD berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ
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Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ dengan FD
sebagai Pemoderasi

Pemda yang mempunyai nilai SiLPA besar cenderung akan akan melakukan perubahan
anggaran belanja yang juga besar (Abdullah, 2013a). Pada posisi akhir tahun, semakin besar BBJ
yang terealisasi pada tahun tersebut, maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun. Begitu
juga sebaliknya, semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada akhir tahun akan besar,
walaupun pembiyaan neto juga mempengaruhi nilai SiLPA.

Implikasi dari perubahan besaran SiLPA ini adalah penyesuaian terhadap alokasi belanja
daerah, termasuk BBJ (Iswahyudin, 2016). Apabila Pemda menganggarkan alokasi pendapatan
yang terlalu tinggi, memungkinkan jumlah alokasi belanja juga lebih besar, dan mengakibatkan
terjadinya defisit yang lebih besar (Annesi-Pessina & Sicilia, 2015). Deficit menjadi suatu
keniscayaan dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah mengingat adanya keterbatasan
dalam kepemilikan sumberdaya, sementara kebutuhan atau tuntutan Masyarakat sangat besar atau
tidak terbatas. Menurut Ansori (2021), apabila terjadi defisit selama tiga tahun berturut-turut maka
Pemda tersebut akan mengalami financial distress (FD) atau kesulitan keuangan. FD merupakan
konsep keuangan yang multidimensi dan memiliki kaitan dengan banyak variabel lain (Wang et
al., 2007). Perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang berlebihan dan kurang tepat dapat
menyebabkan pemerintah kabupaten/kota mengalami FD (Ansori, 2021).

FD akan membuat Pemda lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuan anggaran,
termasuk dalam mengalokasikan perubahan anggaran SiLPA. Jika anggaran SiLPA dalam APBD
awal terlalu tinggi, sehingga harus dikurangi besarannya dalam APBD-P, maka akan menyebabkan
ada belanja yang juga dikurangi anggarannya, atau paling tidak, tidak mendapatkan tambahan
alokasi sumber daya. Menurut Halim & Abdullah (2006) dan Junita & Abdullah (2018),
pemerintah daerah selaku eksekutif (pengusul anggaran), menginginkan alokasi sumber daya yang
cukup untuk belanja tertentu, yang sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini juga berlaku di
legislatif atau DPRD, di mana anggota DPRD memiliki kepentingan tersendiri yang diperjuangkan
untuk diakomodasi dalam APBD (Abdullah & Halim, 2023).

Hs:  FD memoderasi pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran
BBJ.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan jumlah
seluruhnya sebanyak 508 pemerintah daerah. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode
purposive sampling technique, artinya penentuan dan pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti
dengan pertimbangan tertentu. Pemda yang dijadikan sebagai sampel memiliki beberapa kriteria,
yaitu:
1. Pemda yang mengalami defisit (sebagai indikator financial distress/FD) selama 3 tahun
berturut-turut, yaitu dari tahun 2016-2018 (merujuk pada studi Ansori, 2021). Sampel ini
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menggambarkan bagaimana pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan
melakukan perubahan anggaran BBJ-nya.

2. Kelengkapan data APBD-P tahun 2019 yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan alamat:
https://djpk.kemenkeu.go.id/. Selain itu, data juga bisa diperoleh dari laman mesin pencari
www.google.com dengan kata kunci peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 20xx.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa dari 508 Pemda di

Indonesia, yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 42 Pemda (Tabel 2).

Tabel 2.
Sampel Penelitian
No Pemerintah Kabupaten/Kota No Pemerintah Kabupaten/Kota
1 Kabupaten Gayo Lues 22 Kabupaten Lamongan
2 Kabupaten Samosir 23 Kabupaten Lumajang
3 Kabupaten Serdang Bedagai 24 Kabupaten Gianyar
4 Kota Tanjungbalai 25 Kabupaten Klungkung
5 Kabupaten Solok 26  Kabupaten Alor
6 Kota Pariaman 27 Kabupaten Lembata
7 Kabupaten Bangka Selatan 28 Kabupaten Sumba Barat
8 Kabupaten Way Kanan 29 Kota Kupang
9 Kabupaten Pandeglang 30 Kabupaten Sambas
10 Kabupaten Karawang 31 Kabupaten Kotabaru
11 Kabupaten Subang 32 Kabupaten Gunung Mas
12 Kota Bekasi 33 Kabupaten Kapuas
13 Kota Cirebon 34 Kabupaten Bulungan
14 Kota Tasikmalaya 35 Kabupaten Wajo
15 Kabupaten Banjarnegara 36 Kota Palopo
16 Kabupaten Jepara 37 Kabupaten Konawe
17 Kabupaten Kendal 38 Kabupaten Kepulauan Aru
18 Kabupaten Magelang 39 Kabupaten Maluku Tenggara
19 Kabupaten Rembang 40 Kabupaten Kepulauan Tanimbar
20 Kabupaten Sragen 41 Kabupaten Seram Bagian Timur
21 Kabupaten Tegal 42 Kabupaten Teluk Bintuni

Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)

Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa
(BBJ) sebagai variabel terikat (dependent variable, diberi simbol Y), dengan variabel terikat
(independent variable, diberi simbol X) adalah Perubahan Anggaran SiLPA dan variabel
pemoderasi (M) adalah Financial Distress. Perubahan Anggaran BBJ merupakan tingkat
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penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk anggaran belanja operasional yang
digunakan untuk memperoleh barang dan jasa.
e Variabel Perubahan Anggaran BBJ (Y) menggambarkan kebijakan anggaran untuk
merevisi besaran alokasi sumberdaya untuk BBJ di Pemda dengan beberapa alasan,
terutama untuk menyesuaikan dengan perkembangan selama satu semester pertama dan
hasil audit BPK untuk pelaporan keuangan tahun lalu. Variabel ini diukur dengan
menggunakan angka selisih antara anggaran BBJ setelah perubahan dengan anggaran BBJ
awal atau sebelum perubahan APBD.
e Variabel Perubahan Anggaran SiLPA (X) menggambarkan penyesuaian atas angka SiLPA
dalam anggaran awal terhadap hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK terhadap
pelaporan keuangan Pemda tahun sebelumnya, yang memastikan berapa nilai SiLPA yang
sesungguhnya yang dapat digunakan di tahun anggaran berkenaan. Pengukuran untuk
variabel ini menggunakan angka selisih antara angka SiLPA dalam LKPD tahun lalu
dengan angka SiLPA dalam APBD murni.
e Variabel pemoderasi (M), yakni Financial Distress (FD), merupakan variabel yang
menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya,
di mana realisasi Pendapatan daerah lebih rendah dari pada realisasi belanja daerah.
Variabel ini diukur dengan menggunakan angka rata-rata dari defisit yang terjadi selama
tiga tahun berturut-turut sebelum tahun berkenaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).
Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda dan MRA dengan menggunakan alat statistik SPSS 25.0. Pengujian ini juga
menggunakan asumsi klasik yang terdiri Uji Normalitas, Uji Multikolienaritas dan Uji
Heterokedastisitas. Penelitian ini menguji pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA (X1) terhadap
Perubahan Anggaran BBJ (Y) dengan FD sebagai variabel moderasi (M). Persamaan regresi dapat
dituliskan seperti berikut:

Y=o +B1 X+ B2 Mt @i Persamaan 1
dan
Y=o +B1 X +BXyo+B3Xi* M4 €, ciiiiiiiiii Persamaan 2

dengan Y adalah perubahan anggaran BBJ, o adalah konstanta, B1, B2, dan B3 adalah koefisien
regresi, X1 adalah perubahan anggaran SiLPA, M adalah financial distress (FD), dan e adalah
error terms.

HASIL dan PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan perubahan anggaran SiLPA sebagai variabel independen,
perubahan anggaran BBJ sebagai variabel dependen dan FD sebagai variabel moderasi. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 42 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Setelah mengetahui
jumlah sampel yang akan digunakan, maka peneliti mendeskripsikan data yang akan diuji.
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai
berikut:

Tabel 3.
Statistik Deskriptif
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Perubahan BBJ -42.818.240,54 718.094.254.467 65.510.810.354,84 119.810.161.673,026
Perubahan SiLPA - 172.471.534.329 12.607.048.377,98  55.638.463.233,326
102.490.180.44
4
Financial Distress - -14.063.900.824 - 102.579.993.537,740
460.088.937.76 131.452.221.936,22
8

Valid N (listwise)
Sumber: Data Penelitian, 2023 (diolah)

Tabel 3. menjelaskan hasil nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi masing-
masing variabel penelitian. Variabel Perubahan Anggaran BBJ memiliki nilai minimum sebesar
minus Rp42,818 juta yang terjadi pada Kab. Gianyar, nilai maksimum sebesar Rp718 milyar di
Kota Bekasi dan nilai rata-rata sebesar Rp65,510 milyar dengan nilai standar deviasi sebesar
Rp119,810 milyar. Variabel Perubahan Anggaran SiLPA memiliki nilai minimum sebesar minus
Rp102, milyar di Kab. Gianyar, nilai maksimum sebesar Rp172,471 milyar di Kab. Sragen dengan
nilai rata-rata yaitu Rp12,607 milyar dan standar deviasi sebesar Rp55,638 milyar. Nilai minimum
variabel FD adalah sebesar minus Rp460.088.937,768 yang terjadi pada Kota Bekasi, nilai
maksimum sebesar minus Rp14.063.900.824 pada Kab. Gayo Lues dengan nilai rata-rata sebesar
minus Rp131.452.221.936,22 dan nilai standar deviasi sebesar Rp102.579.993.537,740.

Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan pengujian dengan menggunakan uji normalitas, uji

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.
Hasil Uji Asumsi Klasik

No Nama Uji Hasil Kesimpulan
1. Ujl.Normalltas (Kolmogrov- 0,065 Normal
Smirnov)
2. Uji Multikolinearitas Tolerance VIF
Perubahan Anggaran SiLPA 0,999 1,001 Tidak terjadi multikolinearitas
Financial Distress 0,999 1,001 Tidak terjadi multikolinearitas
3. Uji _Heteroskedastlsnas (Uji Signifikansi
Glejser)
Perubahan Anggaran SiLPA 0,122 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Financial Distress 0,000 Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)
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Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)
pada Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai signifikan Asymp.Sig. (2- tailed) sebesar 0, 065. Hal ini
menunjukan bahwa data residual dalam model regresi ini layak digunakan untuk analisis
selanjutnya. Hasil uji terhadap variabel Perubahan Anggaran SiLPA dan FD menunjukkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai tolerance > 0,10 dan untuk nilai VIF<10. Artinya,
di antara variabel penelitian tidak berkorelasi, dan kekuatan prediksi penelitian ini stabil dan
handal. Pada uji heteroskedastisitas, variabel Perubahan Anggaran SiLPA memiliki nilai
signifikan sebesar 0,122, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan untuk FD
menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000. Artinya, terjadi masalah heteroskedastisitas pada
variabel financial distress.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis linear berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan
menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Hasil analisis regresi dapat dilihat
pada Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5.
Hasil Regresi Linear Berganda

No Variabel Nilai Koefisien Nilai t Ni.lai N”?i R/R?/Adj.R?
Sig. F/Sig.
Perubah
1. s?[l:v: an 0,663 2614 0,013
Finacial
2, Dlirs]'?r(:sas 0693 -5032 0,000 16,5(?;/0,0 0.678/0.459/0.431
3. Konstanta 3386701811078 1475 0,148

5

Sumber: Data Penelitian, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 5, persamaan regresi yang diperoleh
adalah:

Y = -33887918110,785 + 0,663X - 0,693M + €.

Besaran nilai R-Square yang diperoleh adalah 0,459 atau 45,90 persen, yang menunjukkan
besarnya kontribusi dua variabel bebas, yakni Perubahan Anggaran SiLPA dan Financial Distress,
terhadap Perubahan Anggaran BBJ sebesar 45,9%. Artinya, sebesar 54,1% penyebab perubahan
variabel Y dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.
Pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan pada level 0=5% yang
dapat dilihat pada nilai F sebesar 16,557 dengan nilai sig. sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05).

Masing-masing variabel bebas, yakni Perubahan Anggaran SiLPA dan Financial Distress
berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ (secara statistik signifikan pada level 0=5%). Hal
ini dapat dilihat dari besaran nilai Sig. variabel Perubahan Anggaran SiLPA (X1) sebesar 0,013
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dan variabel Financial Distress (X2)sebesar 0,000, di mana keduanya lebih kecil dari 0,05. Dapat
disimpulkan bahwa
Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Hasil penelitian variabel perubahan anggaran SiLPA (lihat Tabel 5) menunjukan nilai
signifikansi sebesar 0,013 dan nilai thiung>tvel (2,022>5,032) dengan nilai koefisien positif.
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa perubahan anggaran SiLPA berpengaruh
positif terhadap perubahan anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia dengan interpretasi semakin
tinggi nilai perubahan anggaran SiLPA maka semakin tinggi nilai perubahan anggaran BBJ.

Hasil ini sejalan dengan temuan Abdullah (2013), Marzalita (2014), Martunis (2014), dan
Iswahyudin (2016), yang menyatakan bahwa perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap
alokasi BBJ. Fahrinda & Kuntandi (2022) membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap
perubahan anggaran belanja daerah. Artinya, Pemda memang menggunakan SiLPA untuk
melakukan penyesuaian anggaran belanja, khususnya BBJ. Menurut Abdullah (2013), penggunaan
data perubahan anggaran SiLPA untuk memprediksi perubahan anggaran belanja sangat logis dan
sesuai dengan fenomena empiris dalam praktik.

selisih antara estimasi SiLPA dalam anggaran murni tahun berjalan dengan realisasinya di
tahun lalu setelah diaudit oleh BPK RI, sangat logis untuk meng perubahan alokasi belanja. Pemda
yang mempunyai nilai SiLPA besar akan mengalami perubahan anggaran belanja yang juga besar.
Ramadhan, et al. (2021) menambahkan bahwa sisa anggaran sebelumnya (SiLPA) berpengaruh
terhadap perubahan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut teori PET, dalam proses penganggaran, terungkap adanya perubahan prioritas
belanja (Jordan, 2002:213). Implikasi dari perubahan besaran SiLPA ini adalah penyesuaian
terhadap alokasi belanja daerah, termasuk BBJ. Jika anggaran SiLPA naik maka kemungkinan
anggaran BBJ juga akan naik, karena belanja ini relatif mudah direalisasikan, sehingga
kemungkinan dapat memperbaiki realisasi atau serapan anggaran sampai dengan akhir tahun
anggaran. Perubahan anggaran SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Semakin
besar BBJ yang terealisasi maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun begitu juga
sebaliknya semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada akhir tahun akan besar walaupun
pembiyaan netto juga mempengaruhi nilai SiLPA (Abdullah, 2013).
Pengaruh FD terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Hasil penelitian pada FD (lihat Tabel 5) menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000
dan nilai thiung>tanel (2,022>5,032) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat
dikatakan bahwa FD berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran BBJ pada Pemda di
Indonesia dengan interpretasi semakin tinggi tingkat FD, maka semakin rendah perubahan
anggaran BBJ. Pemda yang mengalami FD (kesulitan keuangan) tidak mampu menyediakan dana
untuk memberi pelayanan kepada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan
(Jones & Walker, 2007). FD yang tinggi mencerminkan kebutuhan belanja yang besar, namun
tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memperoleh pendapatan yang seimbang (Ansori,
2021).
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ansori (2021) dan Ilahi, et al. (2021) bahwa
FD berpengaruh terhadap belanja karena belanja yang tidak efisien, boros dan berlebihan membuat
Pemda mengalami indikasi FD (Park, 2004 & Bisogmo et al., 2017). Karakteristik dasar
pelaksanaan anggaran adalah fleksibilitas (naik turun) yang mengharuskan pemerintah untuk
melakukan perubahan anggaran dalam menghadapi kejadian tak terduga (Dougherty et al., 2003).
Sejalan dengan teori Punctuated Equilibrium Theory (PET) bahwa perubahan anggaran terjadi
karena kebutuhan prioritas yang muncul dari waktu ke waktu. Organisasi yang belum mampu
memegang kebijakan secara stabil dan belum beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah-ubah,
maka terjadi keseimbangan yang rumit dan berdampak buruk pada proses pembuatan kebijakan.
Dalam konteks Pemda, kemungkinan akan berpotensi terjadinya perilaku oportunistik karena
menganggarkan alokasi pendapatan yang terlalu tinggi sehingga memungkinkan jumlah alokasi
belanja lebih besar dan mengakibatkan terjadinya defisit (Annesi-Pessina & Sicilia, 2015). Apabila
terjadi defisit selama tiga tahun berturut-turut maka Pemda tersebut akan mengalami FD (kesulitan
keuangan). FD merupakan konsep dimensi keuangan yang memiliki kaitan satu sama lain (Wang,
et al., 2007).

Penelitian ini juga melakukan analisis MRA untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh
variabel pemoderasi terhadap hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil
pengolahan data dengan menggunakan MRA dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Moderated Regression Analysis
No  Variabel Nial g Nl Nilal RIR?/Ad].R?
Koefisien Sig. F/Sig. -
g, Perubanan 0,385 -0937 0,355
" SILPA (X1) ’ ! ’
Finacial
2. 0,473 -3,287 2
Distress (X2) 0413 -3.28 0,00
. - 16,584/0,0
*
3. SILPA"FD 0,0000000065 -3,075 0,004 00 0,753/0,567/0,533
(Xs3)
03
4. Konstanta 3799641330,2 -0,165 0,870
67

Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6. persamaan regresi dapat ditulis seperti berikut:

Y =-3799641330,267 — 0,385X1 — 0,473X2 — 0,000000006503X3 + €.

Hasil analisis menunjukkan bahwa FD sebagai pemoderasi memperkuat pengaruh
perubahan anggaran SiLPA terhadap perubahan anggaran BBJ (secara statistik signifikan pada
a=5% dengan nilai F sebesar 16,584 dan nilai sig. sebesar 0,000). Secara Bersama-sama, ketiga
variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 56,7% terhadap Perubahan Anggaran BBJ untuk
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data pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Pada persamaan regresi linier berganda sebelumnya,
tanpa variabel pemoderasi, besaran nilai R? adalah sebesar 45,90 persen, lebih rendah dari setelah
ditambahkan variabel pemoderasi (SiLPA*FD).

Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ dengan FD
sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian variabel pemoderasi (hasil interaksi antara variabel Perubahan Anggaran
SIiLPA dengan variabel FD) pada Tabel 6 menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,004 dan
nilai thitung>tiaver (2,022>3,075) dengan arah koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat
dikatakan bahwa FD mampu “merevisi” besaran pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap
perubahan Anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia. Artinya, semakin besar nilai FD maka
semakin kecil perubahan yang terjadi pada SiLPA dan BBJ. Salah satu karakteristik FD ialah
ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk
pelayanan publik (Capalbo & Grossi, 2014). Hal tersebut berkaitan dengan sumber jumlah SiLPA
yang berasal dari target pendapatan yang berlebihan, penghematan alokasi belanja dan sisa uang
yang dibelum dibayarkan karena ada kegiatan yang belum selesai/diserahterimakan kepada Pemda
(Abdullah, 2013). Jika terus dibiarkan maka akan sulit untuk mempertahankan pelayanan publik
(Badu & Li, 1994). Kesulitan keuangan (financial distress) tidak berkembang hanya karena satu
alasan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara simultan
(Cohen et al., 2017).

Perubahan anggaran belanja dapat menjadi gambaran dari perubahan target pelayanan
pubik dan orientasi perencanaan pembangunan daerah, setidaknya untuk waktu jangka pendek
(Junita, 2015), serta adanya kebijakan dari pemerintahan yang Ibih tinggi (Ritonga & Buanaputra,
2023). Abdullah (2013) menyatakan bahwa perubahan alokasi untuk BBJ dapat disebabkan adanya
perubahan atau varian SiLPA, sebagai akibat prediksi atas SiLPA yang tidak akurat.

Regulasi yang ada menegaskan bahwa SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit,
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, atau membiayai belanja langsung serta mendanai
kewajiban lainnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu (Abdullah,
2013). Ketika besaran realisasi surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan yang
telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian untuk penerimaan
pembiayaan, setidaknya dapat mengkoreksi penerimaan apa saja yang bersumber SiLPA (Junita,
2015).

Teori PET menunjukkan gagasan yang berbeda dalam proses kebijakan dengan
menekankan bentuk stabilitas, aturan, penyesuaian tambahan, dan perubahan kebijakan tidak
selalu dapat diprediksi (Baumgartner & Jones, 1993). Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya
yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk
ramalan (forecast) sehingga perlu kajian yang lebih jauh (Abdullah & Rona, 2014). Kualitas
penganggaran yang buruk merupakan akibat dari intervensi politik dan oportunisme budget actors
yang ada dalam proses penyusunan anggaran tersebut, baik dari eksekutif maupun legislatif.
Abdullah & Halim (2023) menegaskan bahwa keterlibatan DPRD dapat memberikan pengaruh
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besar terhadap komposisi dan postur APBD, termasuk dalam pencapaian target-target anggaran,
yang berdampak pada kinerja Pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap
Perubahan Anggaran BBJ dengan Financial Distress (FD) sebagai variabel moderasi. Hasil
analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa perubahan anggaran SiLPA dan FD
berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ. Begitu juga dengan hasil analisis MRA, bahwa
FD mampu memoderasi pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ
pada Pemda di Indonesia. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran penting
dilakukan untuk memperbaiki kinerja anggaran dan juga mengurangi Sisa Lebih Pembiyaan
Anggaran (SILPA) pada akhir tahun, yang akan menjadi SiLPA pada awal tahun berikutnya.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya: pertama, penggunaan sampel
kecil. Hal ini terjadi karena data yang digunakan bersumber dari LKPD tahun 2019, dengan kriteria
Pemda yang mengalami defisit dalam LO tiga tahun berturut-turut. Kedua, menggunakan data
sekunder yang terbatas, yakni hanya satu tahun anggaran. Sementara, terdapat hubungan antara
tahun anggaran n dengan tahun anggaran n+1, yakni melalui angka SILPA (Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran) di tahun ke n yang berubah bentuk menjadi SiLPA (Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) di tahun ke n+1. Ketiga, menggunakan model regresi
dengan hanya satu variabel bebas, sementara dalam studi terdahulu ditunjukkan bahwa perubahan
anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014;
Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020). Penambahan predictor lain, seperti
perubahan pendapatan asli daerah (PAD), perubahan dana bagi hasil (DBH), dan perubahan
belanja lainnya (yang digeser ke alokasi BBJ)

Implikasi penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah membuat kebijakan terkait
dengan penggunaan SiLPA dalam anggaran perubahan. Hal ini secara implisit ada dalam teori
PET, terutama dalam konteks perubahan anggaran daerah. Masalah keagenan yang terjadi
mestinya bisa diselesaikan pada saat perubahan anggaran, sehingga perubahan tersebut bukan
hanya sekedar pengesahan atas “rencana-rencana” yang telah diskenariokan sebelumnya dalam
dokumen perencanaan. Perlunya memperhatikan alasan dilakukan perubahan anggaran terkait
dengan anggaran BBJ. Adanya “perubahan” sudah direncanakan sejak awal, misalnya dengan cara
menggelembungkan anggaran, terutama untuk kegiatan yang selesai dilaksanakan sebelum
perubahan anggaran, untuk kemudian “digeser” ke kegiatan lain yang anggarannya dianggap
masih kurang. Pelaksanaan kegiatan biasanya mulai dilaksanakan di triwulan kedua karena di
triwulan pertama pemerintah daerah masih menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan dan
proses pengadaan barang dan jasa (tendering), sehingga ada beberapa kegiatan yang bersifat rutin
dan ada juga kegiatan yang boleh penunjukan langsung.

Pada saat terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, kebijakan perubahan anggaran
mengalami perubahan dikarenakan adanya “intervensi” dari Pemerintah Pusat. Intervensi tersebut
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menegaskan bahwa perubahan anggaran, yang kemudian disebut dengan istilah “penyesuaian
anggaran”, tidah perlu dibahas dengan lembaga legislatif atau DPRD, agar refocusing dan
realokasi anggaran dapat dilakukan lebih cepat. Kecenderungan daya tahan keuangan pemerintah
daerah juga berubah pasca pandemi tersebut (Ahrens & Ferry, 2020).

Beberapa rekomendasi untuk studi berikutnya adalah, pertama, dapat menggunakan
pendekatan mixed method untuk tujuan mendalami aspek keperilakuan dalam proses perubahan
anggaran pada Pemda di Indonesia. Kedua, kajian tentang perubahan yang disebabkan oleh kejutan
(shock), seperti bencana pandemi Covid-19 dapat dilakukan, mengingat kebijakan terhadap
perubahan atau penyesuaian anggaran selama tahun 2020 diatur berbeda dengan tahun normal
(misalnya tahun 2019) oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, temuan Ritonga & Buanaputra
(2023) menemukan bahwa instruksi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh
pejabat di pemerintah daerah karena para pejabat tersebut lebih suka mengikuti kebiasaan atau
rutinitas yang mereka lakukan selama ini.

Ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan hasil penelitian yang
menggunakan data pada Pemda yang menerapkan status otonomi khusus (Otsus) dengan yang
tidak berstatus otonomi khusus. Hal ini terkait dengan kemandirian daerah sebagai penerima dana
Otsus yang menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah yang berstatus otonomi
khusus. Daerah yang memiliki status oronomi khusus adalah provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Barat. Selain itu ada daerah lain yang berstatus istimewa, yakni Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Keempat, menambah variabel bebas, misalnya perubahan anggaran pendapatan asli daerah
atau PAD (Martunis, 2014; Amran, et al., 2015), dana bagi hasil atau DBH (Amran, et al., 2015),
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal dikarenakan penyesuaian terhadap penggunaan
dana yang berasal dari perubahan anggaran pendapatan tersebut merupakan kewenangan
pemerintahan daerah dan ditetapkan dengan Perda. Kelima, memasukkan aspek politik dalam
proses perubahan anggaran, dimana lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) memiliki
kewenangan untuk membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD.
Semakin besar jumlah anggota DPRD dan semakin paham mereka tentang tugas dan fungsinya,
maka perubahan anggaran belanja akan semakin dinamis dan dari aspek besaran angka perubahan
akan lebih tinggi (Abdullah, 2012).

Terakhir, terkait dengan perilaku pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan
sendiri (PAD) dan pendapatan transfer, terutama DAU dan DBH, ke dalam belanja daerah. Swasito
(2021) dan beberapa studi lain menyatakan bahwa terjadi fenomena flypaper effect dalam
penganggaran daerah, namun tidak menegaskan bahwa fenomena ini juga berlaku untuk
perubahan anggaran. Selain itu, fenomena semakin sentralistisnya kebijakan dana transfer,
terutama pemberian label atau tagging terhadap DAU menyebabkan tekanan fiskal yang dirasakan
Pemda semakin berat. Tagging yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap DAU menyebabkan
ruang untuk membuat diskresi anggaran bagi Pemda semakin terbatas, sehingga kemampuan
Pemda untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas semakin rendah.
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